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Abstrak
 

Maraknya permasalahan hukum dalam perdagangan khususnya tentang pelanggaran merek, mendorong

Pemerinlah untuk melakukan pengaturan merek dalam hubungannya dengan penegakan hukum di

Indonesia. Salah satu upaya Pemerinlah tersebut dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor.15 tahun

2001 tentang Merek. Undang - Undang RI Nomor.15 tahun 2001 tentang Merek, ini diperlukan sebagai

pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan perlindungan bagi pemegang merek dagang

maupun merek jasa.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; kriteria apakah yang dipakai

untuk menentukan terjadinya penggunaan merek tanpa hak/pemalsuan merek, bagaimana perlindungan

hukum yang diberikan oleh Dit.Jen Hak Kekayaan Intektual Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat

Merek terhadap merek terkenal, bagaimana proses pembuktian terjadinya penggunaan merek tanpa hak di

Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan deskTiptif

kualitatif. Pendekatan yuridif normati dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada

norma-norma hukum yang terdapat.dalam Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris khususnya yang berkaitan

dengan merek atau trademark dan Peraturan Undang-undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia yang

dimulai sejak lahimya Undang-Undang RI Nomor.21 tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang RI

Nomor.I5 tahun 2001, dokumen lainnya seperti buku, majalah, jurnal dan basil penelitian lain dengan

pembaca dan mengkaji literature yang relevan dengan materi penelitian.

Penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian langsung ke obyek yang dapat memberikan informasi dan

data, dengan mewawancarai respon dart masyarakat yang meliputi unsur Penyidik POLRI; Penitera

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, dalam hal ini Direktorat Merek.

Berdasarkan pembahasan dapat diperoleh basil sebagai berikut:<br>1. Kriteria terjadinya penggunaan merek

tanpa hal/pemalsuan karena adanya unsur<br>a. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang

sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak Iain untuk barang dan/jasa sejenis yang

diproduksi dan atau diperdagangkan.<br>b. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama

pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang danlatau jasa sejenis yang diproduksi

dan/atau diperdagangkan.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dilakukan dengan penerapan Undang-Undang RI

Nomor.i5 Tahun 2001 tentang Merek yang menyalakan bahwa merek tidak dapat terdaftar pada Direktorat

Merek apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur :<br>a. Bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.<br>b. Tidak

memiliki daya pembeda<br>c. Teiah menjadi milik umum<br>d. Merupakan kelerangan atau berkaitan

dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
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3. Proses pembuktian terjadinya penggunaan merek tanpa hak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang

RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam hal ini Pasal 90, dan 91, yakni Pasal 90 mengatur tentang

pelanggaran penggunaan merek tanpa hak pada keseluruhannya dan Pasal 91 mengatur tentang penggunaan

merek tanpa hak pada pokoknya.


